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Revisi UU Pendidikan
Kedokteran Dinanti

ULl Pendidikan Kedokteran diharaplan
dapat mengikuti perkembangan

dan tuntutan zaman agar dapat
mengoptimalkan layanan kesehatan.

Feroian Ananpa Magni
ferdion@medicindonesia.com

EVOLUSE industri
vang memengaruhi
penyvelenggaraan
endidikan ringgi se-
hingga fakulras kedokreran
sebagal subsistem dari pendi-
dikan ringeg perln melakukan
penyvesuatan. Oleh Karenanya,
revigi Undang-Undang Pen-
didikan Kedaokreran diharap-
kan menjadi penengah artas
disrupsi pelavanan keschatan
saar ini.

Wakil Ketua MPR R1, Lestari
Moerdijar, menyampaikan
babhwa pendidikan dan kese-
hatan merupakan hak asasi
bag: setiap orang sehingga
menjadi tugas negara untuk
memenuhli ranggung jawab
rersebut.

Pendidikan dan kescharan
harus mengikuti perkem-
bangan raman. melakukan
inovasi agar dapat memenuhi

pelayanan kesebvatan Indome-
sia, belajardari pandemi yang
kita hadapi. Alhamdulillah
har! inipandemi) bisa terkesn<
dall tentunya aras kerja cepart
dan kerja sigap pemerintah
serta jajarannya; kita berikan
apresiasi.” kata perempuan
wvang akrab disapa Rerie Dalam
Forum DMskusi: Denpasari?
bertajuk Pergamtian UU Pen-
didikan Kedokteran Sebagai
Saluszi Disrupsi Pelayanan
Kesehatan dalam Revolusi
Indusiri 4.0 vang digelar se-
cara daring, kemarin.

Meskipun demikian. dia tak
memungkirs adanya kekurang-
an dan pelayvanan kesehartan
vang harus memerlukan
peningkaran. la menyorotl
penyebaran dokrer vang ridak
rata di seluruh wilayah Indo-
nesia.

“Ini menjadi rugas kira
bersama. Bukan karena dok-
rernya tidak mau, khusus-
nva dokrer-dokrer spesialis.
rerapi karena memang jumlah-
nya sendiri ridak memadai,™
rukasmya.

Menghadapal situasi terse-
bur, Rerie mengajak melaku-
kan gerakan bersama mela-
kukan persiapan, termasuk
meningkarkan jumlah dan
kualitas dari tenaga pengajar
wvang dihasilkan.

“Secara spesifik, pendidikan
kedokteran rermasuk pendi-
dikan rergolong rumit karena
ridal semua NSTTwss mampu

menyelengegarakan pendi-
dikan kedokferan,” kata dia.
Pasalova, lanjur Rerie; dibu-
tuhkan kualifikasi rertenin
untuk mendapatkan akreditasi
schingga daparmelakukan pe-
nyelemgogaraan pemdidikan
tersebut:

Selain ima, diperlukan sis-
tem pelayanan kesehatan dan
kertersediaan fasilitas pendu-
kungnya.

Mo men tum

Wakil Ketua Baleg DPR KL
Willy Aaditya menjelaskan
terdapat perbedaan draf UL
Pendidikan Kedokteran (UL
Dikdok) vang dihasilkan panja
dengan ekspekrasi MasDem.
Ma menambahkan alasan

Fraksi MasDem melalui Badan
Legislas: memberi revisi ter-
hadap revisi UL Pendidikan
Kedokieran terkail mormen-
tum pandemi. Apalagi, dalam
kandisi ini relah kehilangamn
banyak nakes dan dokier vang
menjadi garda rerdepan.

“Pembangunan sumber
dava manusia vang ditegaskan
Presiden Jokowi ita kakinya
cuma dua, pendidikan dan
kesehatan. nah, ini undang-
undangnyva dua-duanya ma-
suk.” jelasnya.

Sementara ita. Dekan FEIK
Universiatas arilangga Dr
Budi Santoso menyebwr ke-
tentuan mengenal sistem
keseharan akademik harus
diatur Kemendikbud-Ristek

berkoordinasi dengan Kemen-
kes. Karena i, wahana pends-
dikan kedokteran dan wahana
layanan primer rerkait pen-
danaan pendidikan menjads
tanggung jawab rumakh sakirc
pendidikan rersebar.

“Pasal ini parur didukung
untuk menambah klausul ten-
tang besaran biava pendidikar
diserahkan oleh fakulias ke-
dokteran dan kedokteran gig
kepada rumah sakit pendi-
dikan yvang ditentukan oleh
peraturan pemerintah.,”
jelasnya. la juga mendorong
pemerintah untuk mener-
birkan peraturan pemerintaky
agar pembiayaan pendidikan
kedokreran lebih merata dan
rarlandali (LT


http://www.tcpdf.org

